
 
 

 
GUBERNUR PAPUA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA 
 

 NOMOR        TAHUN 2019 
 

TENTANG 

 
PEMBERIAN NAMA PAPUA BANGKIT PADA JEMBATAN HAMADI - HOLTEKAM  

KOTA JAYAPURA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA, 

 
Menimbang : a. bahwa jembatan Hamadi-Holtekam merupakan sarana 

penghubung transportasi darat yang menghubungkan Kota 
Jayapura dengan wilayah perbatasan antar negara Republik 

Indonesia dengan Papua New Guinea serta merupakan urat 
nadi perekonomian pada umumnya di Provinsi Papua dan 
khususnya di Kota Jayapura;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua 

tentang Pemberian Nama Papua Bangkit Pada Jembatan 
Hamadi - Holtekam Kota Jayapura; 

 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 

Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2907); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

 

 

5. Undang-Undang ......./2 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha 
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 9356); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Pembinaan Jasa Konstrusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3957); 

10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  PAPUA 
 

dan 
 

GUBERNUR PAPUA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA PAPUA 
BANGKIT PADA JEMBATAN HAMADI - HOLTEKAM KOTA JAYAPURA.  

 
 

 
BAB ......./3 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



- 3 - 
 

BAB I 
 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua. 

2. Gubernur ialah Gubernur Papua. 

3. Dinas adalah Dinas teknis yang bertanggung jawab mengenai pembinaan 

bidang jasa konstrkusi di Provinsi Papua. 

4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan 
konstruksi, layanan jasa konstruksi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 

layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup 
pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-

masing beserta perlengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan dan 
bentuk fisik lain. 

6. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas 

atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 

7. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya 

menyediakan layanan jasa kontruksi. 

8. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi 

antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai 
hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat 
daerah, independen dan mandiri. 

9. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang 
mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan 

usaha dan pekerjaan konstruksi. 

 

BAB II  
PEMBERIAN NAMA 

Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama Nama Papua Bangkit Pada 

Jembatan Hamadi - Holtekam Kota Jayapura dengan sebutan atau panggilan 
Jembatan Papua Bangkit.  

 
Pasal 3 

 

Dengan pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka semua 
aktivitas kegiatan/ivent, administrasi dan kelembagaan wajib menggunakan 

penyebutan nama Jembatan Papua Bangkit. 

 

 
BAB ......../4 
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BAB III  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. 
 

Ditetapkan di  Jayapura 

pada tanggal 4 Maret 2014  8 
Juli 2013 

 
GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 
 
 

LUKAS ENEMBE, SIP, MH 
 

Diundangkan di Jayapura 
pada tanggal 5 Maret 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA 
                      CAP/TTD 
         T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA 
TAHUN 2013 NOMOR 2 

 
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM  
 

 
 

ROSINA UPESSY, SH 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA  

 
NOMOR  2 TAHUN  2014 

 

TENTANG 

 
PENGGABUNGAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH  

IRIAN BHAKTI KE DALAM PERUSAHAAN INDUK  
PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI MANDIRI  

 
I. UMUM 

 

Perusahaan Daerah Irian Bhakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) Pemerintah Provinsi Papua yang didirikan berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 yang semula 
diharapkan menjadi  pelopor di dalam mendorong dan menunjang kegiatan 

ekonomi di Provinsi Papua. 
Didalam perkembangan dan dinamika usaha PD Irian Bhakti yang 

selama ini mengalami kejayaan selama bertahun-tahun, oleh karena 

pengelolaan maupun kalah didalam persaingan usaha pada akhirnya tidak 
bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh 

berkembang di tanah Papua.  
Melihat kondisi PD Irian Bhakti yang sedemikian memprihatinkan perlu 

adanya campur tangan Pemerintah Provinsi Papua sebagai pemilik 
perusahaan tersebut. 

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Irian 

Bhakti dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional dan 
regional, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Irian Bhakti diarahkan kepada 

prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik. 
Untuk mengoptimalkan pengelolaan perusahaan daerah terutama 

berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka 
bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti perlu diubah menjadi 

Perusahaan Induk Perseroan Terbatas Irian Bhakti Mandiri. 
Untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi 

Papua dipandang perlu untuk mengkonsolidasikan pengelolaan Badan Usaha 

Milik Daerah Propinsi Papua dibawah pengelolaan Perseroan Terbatas Irian 
Bhakti Mandiri sebagai Perusahaan   Induk, sehingga perlu dialihkannya 

pengelolaan PD Irian Bhakti ke dalam Perusahaan Induk PT Irian Bhakti 
Mandiri.  

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas 
 

Pasal 2 
Cukup jelas 
 

Pasal 3 
Cukup jelas 

 
Pasal ....../2 
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Pasal 4 
Cukup jelas 
 

Pasal 5 
Cukup jelas 

 
Pasal 6 

Cukup jelas 
 

Pasal 7 

Cukup jelas 
 

Pasal 8 
Cukup jelas 

 
Pasal 9 

Cukup jelas 

 
Pasal 10 

Cukup jelas 
 

Pasal 11 
Cukup jelas 
 

Pasal 12 
Cukup jelas 

 
Pasal 13 

Cukup jelas 
 

Pasal 14 
Cukup jelas 
 

Pasal 15 
Cukup jelas 

 
Pasal 16 

Cukup jelas 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 1 

  

 
 
 


